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BAB II\ 

SHADDU ADH-DHA>RI’AH DALAM PERSPEKTIF USIA 

PERKAWINAN  

 

A. Shaddu adh-dha>ri’ah  

1. Pengertian az|-z|ari>ah 

Adh-dha>ri’ah adalah perantara, yaitu suatu yang akan 

mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang 

dihalalkan, dan dari sanalah hukum itu diambil. Dengan demikian, adh-

dha>ri’ah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Shaddu adh-dha>ri’ah (yang 

dilarang) dan fath adh-dha>ri’ah (yang dianjurkan).
 1 

a. Shaddu adh-dha>ri’ah 

Menurut al-Syatibi, Shaddu adh-dha>ri’ah adalah 

melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan. Dari pengertian di atas 

dapat diketahui bahwa perbuatan yang mulanya dibolehkan 

(mengandung kemaslahatan), tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. 

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan  Shaddu adh-

dha>ri’ah  sebagai berikut :  

 ُا ُُا لوَسَائِلُ ُمَنَعَُُباَبَُُمَنُ ُانَِّوُ 
َُا ُُلَُاُُِةُ يَدُُ ؤُ ل

دُِسُِفاَُل  

Artinya : Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau 

kejahatan. 
2
 

                                                           
1
 Miftahul arifin, Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam, (Surabaya : Citra Media, 

1997), 157 
2
 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 118 
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b. Fath az|-z|ari>ah 

Fath adh-dha>ri’ah adalah kebalikan dari Saddu az|-z|ari>ah, 

yaitu perbuatan yang mulanya mengandung kemafsadatan menuju 

pada perbuatan kemaslahatan. Seperti melihat aurat seorang 

perempuan (kemafsadatan) tetapi demi pengobatan (kemaslahatan) 

maka diperbolehkan. 
3
 

2. Pengelompokan Saddu Az|-z|ari>ah 

Adh-dha>ri’ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada 

beberapa segi : 

1) Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn 

Qayyim membagi Adh-dha>ri’ah menjadi empat,yaitu : 
4
 

a. Adh-dha>ri’ah yang memang pada dasarnya membawa kepada 

kerusakan seperti minuman-minuman yang memabukkan yang 

membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang 

membawa kerusakan pada keturunan. 

b. Adh-dha>ri’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun 

ditujukan untuk perbuatan yang buruk yang merusak, baik dengan 

sengaja seperti nikah muhallil. Nikah itu sendiri hukumnya halal 

tetapi ketika perkawinan ditujukan untuk menghalalkan yang 

haram maka menjadi haram. 

c. Adh-dha>ri’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak 

ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada 

                                                           
3
 Ibid.  119 

4
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 Cet-4, (Jakarta : Kencana, 2008),  452 
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kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, 

seperti berhiasnya perempuan yang bari ditinggal mati suaminya. 

Hukum berhias itu boleh tetapi jika dilakukan ketika masa ‘iddah 

maka hukumnya menjadi lain. 

d. Adh-dha>ri’ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun 

terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya 

lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Contohnya : melihat wanita 

yang dipinang. 

2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi 

membagi Adh-dha>ri’ah menjadi empat jenis, yaitu : 
5
 

a. Perbuatan itu dapat dipastikan akan mengakibatkan kebinasaan. 

Contohnya : menggali lubang di tempat yang gelap yang biasa 

dilalui oleh orang. 

b. Perbuatan yang mengandung kemungkinan untuk menuju ke yang 

dilarang. Contohnya : menjual anggur kepada orang yang tidak 

terkenal sebagai produsen khamr (minuman keras). 

c. Perbuatan yang dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya 

akan membawa kepada kebinasaan yang lebih besar dibandingkan 

kemaslahatannya. Contohnya : menjual senjata kepada musuh 

yang mau berperang. 

d. Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung 

kemaslahatan, tetapi pada pelaksanaannya memungkinkan terjadi 

                                                           
5
 Ibid.  453 
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sesuatu yang dilarang. Contohnya : akad jual beli yang mungkin 

digunakan sebagai upaya mengelak dari riba.  

3. Dasar Hukum Shaddu adh-dha>ri’ah 

Dasar hukum dari Shaddu adh-dha>ri’ah adalah Al-Qur’an dan Al-

Hadits, yaitu : 

ُ ُ ُ  ُُُُ ُ ُ  ُ  ُ ُُُُُُ

Artinya :  dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah 

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan..
6
 

 

Mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah, 

akan tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina 

berhala, karena larangan ini dapat menutup jalan kearah tindakan orang-

orang musyrik mencaci maki Allah secara melampaui batas. 

Di dalam Hadits Rasulullah bersabda : 

مىُحَو لَُُحَامَُُفَمَنُ ُمَعَاصِي وُُِاللُُِحََِىَُُوَانَُ ُأَلَُ  فِي وُُِيَ قَعَُُانَُ ُي  و شَكُ ُالَْ 

 

Artinya :  ketahuilah bahwa tanaman Allah adalah perbuatan ma’siat yang 

dilakukan kepadanya. Barang siapa yang menggembalakan 

ternaknya sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus kedalamnya. 

 

Hadits ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan dapat 

mengarah pada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinannya akan 

terjerumus mengerjakannya daripada kemungkinan dapat memelihara diri 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009),  
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dari kemaksiatan itu. Tindakan yang paling selamat adalah melarang 

perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan.
7 

4. Pandangan Ulama tentang Shaddu adh-dha>ri’ah 

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk nash atau ijma’ 

ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan Shaddu adh-dha>ri’ah. 

Oleh karena itu, pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan 

berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai 

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian 

yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati adalah faktor manfaat 

dan mudarat atau baik dan buruk. 

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan Shaddu adh-dha>ri’ah 

adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan 

antara mas{lahah{ dan mafsadat. Bila mas{lahah{ dominan, maka boleh 

dilakukan dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila 

sama kuat di antara keduannya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus 

diambil prinsip yang berlaku, yang sebagaimana dirumuskan dalam 

kaidah : 

فَاسِدُُِدَر أُ 
َ
صَالِحُُِجَل بُ ُوَُُا ل

َ
ُا ل  

Artinya :  menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil 

kemaslahatan 

 

Bila antara yang halal dan haram berbaur menjadi satu, maka 

secara prinsip dijelaskan dalam kaidah berikut: 

                                                           
7
 Masykur anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya : Diantama, 2008),   117 
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تَمَعَُ راَمُ ُبَُغَلَُُا لَْراَمُ ُوَُُا لَْلََلُ ُإِذَاج  الَْ   

Artinya : bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram 

memenangkan yang halal.
8
 

 

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-

hatian dalam beramal, adalah sabda Nabi : 

ي ريِ  ب كَُُمَالَُُإِلَُُي ريِ  ب كَُُمَاُدعَُ   

Artinya : tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa 

yang tidak meragukanmu. 
9
 

 

 

B. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam  

1. Definisi Perkawinan  

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada 

semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. 
10

 

Firman Allah : 

 ُ ُُ  ُُ ُ   ُُُُ 

Artinya :  dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah.(adz-Dza>riat : 49) 
11

 

 

Kata kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh hanya digunakan secara 

umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses 

generatif secara alami. Beliau lebih menekankan pada kata nikah yang 

mempunyai arti al-jam’u dan al’dhammu yakni kumpul. Makna nikah 

                                                           
8
 Ibid. 454-455 

9
 Ibid. 456 

10
 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 6. (Bandung : PT Alma’arif, 1990). 9 

11
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) 

522 
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adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat 

ija>b (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qa>bul (pernyataan 

penerimaan dari pihak lelaki) dan nikah hanya digunakan pada manusia 

karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan 

terutama menurut agama. 
12

 

Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu 

berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga 

untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti 

majazi). 

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu 

mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga 

untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang 

memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. 
13

 

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya, 

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif 

dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Friman Allah : 

                                

                      

Artinya :  Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

                                                           
12

 M. A. Tihami,  Fikih Munakahat. (Jakarta : Rajawali Pers). 7 
13

 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2006) 37 
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mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal. (al-Hujura>t : 13)
14

  

 

Perkawinan atau perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nika>h (نكاح)  dan zawa>j (زواج). Kedua kata 

ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan 

banyak terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits nabi. Kata na-ka-ha banyak 

terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin,
15

 seperti dalam surat an-

Nisa’ ayat 3: 

                             

                                 

Artinya :  dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 

saja.
16

 

 

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-quran 

dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 : 

                              

    ............ 

Artinya : Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap 

Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia 

supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 

(mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka.... 
17

 

 

                                                           
14

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) 77 
15

 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Kencana : Jakarta, 2006) 35 
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) 

423 
17

 Ibid. 423 
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Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, 

yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan 

dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga 

kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum 

sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-

meridhai, dengan ucapan ija>b qa>bul sebagai lambang dari adanya rasa 

ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau 

kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. 

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada 

naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum 

perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang 

ternak dengan seenaknya. 
18

 

Dan janji Allah untuk hamba-hambanya yang melakukan 

perkawinan. Allah berfirman dalam surat an-Nu>r ayat 32 : 

                          

              19
 

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui 

 

                                                           
18

 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 6. (Bandung : PT Alma’arif, 1990). 10 
19

 Ibid.  354 
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2. Dasar Hukum perkawinan 

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut 

penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang 

berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut 

Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh 

mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang 

spesifik sesuai dengan kondisi yang spesifik pula, baik persyaratan harta, 

fisik, dan atau akhlak. 

a. Nikah Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang 

akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah 

mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari 

perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali 

dengan nikah 

b. Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tidak tahu bahwa 

dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga 

melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, 

tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. 

c. Nikah Sunnah, Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah 

mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari 

perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik 

daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. 
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d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah 

dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum 

wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. 
20

 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki / 

perempuan dalam perkawinan. 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-

laki/perempuan itu harus beragama islam. 

Perkawinan memliki 5 rukun, diantaranya : Mempelai laki-laki, 

Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi dan Shigat ija>b qabu>l. Dari 

lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ija>b qa>bul antara 

yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang 

dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan 

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 

saksi, dan ija>b qabu>l. 21
 

Syarat-syarat yang harus dimiliki calon suami, diantaranya : 

bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kamauan sendiri, 

orangnya tertentu, jelas orangnya dan tidak sedang ihram. sedangkan 

                                                           
20

 M. A. Tihami, . Fikih Munakahat. (Jakarta : Rajawali Pers). 11 
21

 Ibid. 12 
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syarat-syarat untuk calon istri : tidak ada halangan syara’, yaitu tidak 

bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka atas 

kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram 

Syarat-syarat wali, diantaranya : laki-laki, baligh, waras akalnya, 

tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram. Dan untuk syarat-syarat saksi  

: laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, 

bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami 

bahasa yang dipergunakan untuk Ija>b Qa>bul. 22
 

4. Hikmah Perkawinan 

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana 

tersebut karena ia mempunyai ia mempunyai pengaruh yang baik bagi 

pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. 

Hikmah perkawinan diantaranya : 
23

 

a. Memelihara gen manusia. Perkawinan sebagai sarana untuk 

memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan 

generasi dari masa ke masa. Dengan perkawinan inilah manusia akan 

dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah 

dari Allah Swt.  Keadaan seperti inilah yang disyariatkan oleh firman 

Allah : 

                           

                      

                                                           
22

 Ibid. 12-13 
23

 Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak. (Jakarta : 

Amzah). 39 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 

 

Artinya :  dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
24

 

 

 

Dari Abu Hurairah, pernah Nabi saw bersabda : 

ُماُإمرأةُمنُاحدكمُرأىُفإذاُشيطانُصورةُفىُوتدبرُشيطانُصورةُفىُتقبلُالرأةُان
(3407)نفسوُفىُماُيردُذلكُفانُاىلوُفليأتُيعجبو

25
 

Artinya :  sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan 

dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seseorang 

di antaramu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklah 

ia datangi istrinya, agar nafsunya dapat tersalurkan. 
26

 

 

b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulya, 

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta 

memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Dan 

telah terdahulu dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw. 

القيامةُالنبياءيومُبكمُمكلثرُفإنىُتزوجواالودودالولود  

 
Artinya :  kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa bnyak anak, 

agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang 

banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat. 

 

c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-

perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik 

yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang 

                                                           
24

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) 

406 
25

 S{ah bin Abdul al-azi>z bin Muhammad Ibrahim Ali as-Shaikh. S{ahih al-Bukho>ri. (Riya>d{ : da>ru 

as-Sala>m, 1419 H) hal 910 
26

 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 6. (Bandung : PT Alma’arif, 1990).  19 
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d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 

menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat 

bakat dan pembawaan seseorang. 

e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah 

tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-

batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-

tugasnya 

f. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali 

kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga 

dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam 

direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat saling 

menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang 

kuat lagi bahagia. 
27

 

5. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam 

Al-quran secara konkrit tidak menentukan usia bagi pihak yang 

akan melangsungkan perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan 

kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-

Nisa’ ayat 6 : 

                                     

Artinya :  dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 

cerdas (pandai memelihara harta), 
28

 

 

                                                           
27

 Ibid. 19-21 
28

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjema. (Jakarta : CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009) 77 
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Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam 

ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan 

siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa 

berjalan sempurna, jika dia belum mengurus harta kekayaan. 

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli 

Undang-Undang sepakat menetapkan seseorang diminta 

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan 

menetukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai 

atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang 

menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya 

telah mampu mempertimbangan/memperjelas mana yang baik dan mana 

yang buruk. 
29

 

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-

tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-

laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi 

orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda 

antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, 

geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik 

adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 

tahun bagi perempuan. Sedangakn batas akhirnya para ulama’ terdapat 

perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seserang 

mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun 

                                                           
29

 M. Abdul Mujieb. Kamus Istilah Fiqih. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994) 37 
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bagi perempuan. Sedangkan kebanyakan para ulama’ termasuk pula 

sebagaian ulama’ Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 

15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. 
30

 

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal 

seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang 

buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memafsadatkan, sehingga 

telah dapat mengetahi akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang 

dilakukannya. Maliki, Syafi’i dan Hambali menyatakan timbulnya bulu-

bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan 

usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. 

Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh 

seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu 

lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh 

anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas 

tahun, sehingga usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun 

dan minimalnya sembilan tahun. 

Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosor 

Akhlaknya menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk 

menikah apabila dia telah mampu memenuh syarat-syarat berikut : 
31

 

1. Kematangan jasmani 

                                                           
30

 Ibid. 37 
31

 Ukasyah Athibi. Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya. (jakarta : Gema Insani, 1998). 351-352 
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Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan 

bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan 

suami istri atau keturunannya 

2. Kematangan finansial/keuangan 

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu 

membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, 

minuman, dan pakaian 

3. Kematangan perasaan 

Kematangan perasaan artinya perasaan untuk menikah itu 

sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, 

sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab perkawinan 

bukanlah permainan yang didasarkan pada perumusuhan dan 

perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu 

membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.  

Sedangkan dalam Fathul Mu’in usia baligh yaitu setelah 

sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau 

setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Selain itu tumbuhnya 

rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan 

adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. 
32

 

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam 

kitab Bukhori menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah ketika 

usia 6 tahun, yang berbunyi : 

                                                           
32

 Aliy As’ad. Fathul Mu’in Jilid II terj. Moh. Tolchah Mansor, (Kudus:Menara, t.th) l 232-233 
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عنُعائشةُرضيُاللُعنهاُحدثناُمحمدُبنُيوسفُ:ُحدثناُسفيانُعنُىشامُعنُابيوُ
نينُوادخلتُعليوُوىيُانُالنبيُصلىُاللُعليوُوُسلمُ:ُتزوجهاُوىيُبنتُستُس

33ُ (3133)عندهُتسعاُبنتُتسعُومكست
Artinya :  Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami : 

Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisham dari 

ayahnya dari Aisyah bahwa Nabi, saw dari Aisyah bahwa 

Nabi saw telah menikahinya ketika ia berusia 6 tahun dan 

Rasulullah telah menggaulinya ketika ia berusia 9 tahun. 

 

Perkawinn pada usia 9 tahun yang terjadi pada aisyah ini tidak 

dapat dijadikan pedoman pada zaman sekarang, karena perbedaan 

faktor lingkungan sangat mempengaruhi pada setiap perkembangan 

usia kedewasaan seseorang. Meskipun riwayat siti aisyah 

dikategorikan dalam perkawinan usia muda, akan tetapi hendaklah 

terdapat pertimbangkan untuk anak-anak sekarang, dalam segi 

manfaat dan mafsadatnya. Sebab kondisi kejiwaan (psikologis) siti 

aisyah tidak dapat disamakan dengan kondisi wanita zaman sekarang. 

 

C. Perkawinan menurut Hukum Positif 

1. Definisi Perkawinan 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 
34

 

                                                           
33

 S{ah bin Abdul al-azi>z bin Muhammad Ibrahim Ali as-Shaikh. S{ahih al-Bukho>ri. (Riya>d{ : da>ru 

as-Sala>m, 1419 H)  hal 444  
34

 Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  2 
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Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena 

dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua 

pihak dan pihak lain dalam masyarakat ikatan batin adalah hubungan 

tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-

sungguh bersifat mengikat kedua pihak saja. 

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa 

ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang 

wanita saja. Seorang pria artinya yang berjenis kelamin pria, sedangkan 

seorang wanita artinya yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini 

adalah kodrat Allah (Karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. 

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari 

adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula 

ada fungsi sebagai suami istri. 
35

  

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam memandang bahwa 

perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi 

juga dilihat dari aspek agama dan aspek sosial. Aspek agama menetapkan 

tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah 

menyangkut aspek administratif yaitu pencatatan di KUA dan catatan 

sipil. Asser, Scholten, Wiarda. Pitlo, Petit, dan Melis mengartikan 

perkawinan adalah Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita 

yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal. 

                                                           
35

 Abdulkadir Muhammas,  Hukum Perdata Indonesia. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). 
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Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang 

dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya bahwa UU tidak ikut 

campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. UU hanya 

mengenal ‚perkawinan perdata‛ yaitu perkawinan yang dilangsungkan 

dihadapan seorang pegawai catatan sipil. 
36

 

Menurut pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan mnurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu. 
37

 Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan 

diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 

perUndang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan 

kepercayaannya lain dalam Undang-Undang ini. 
38

 

2. Tujuan Perkawinan 

Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
39

 

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat 

terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Membentuk rumah 

tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu 

wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada 

kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, 

                                                           
36

 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).  61  
37

 Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  2 
38

 Sudarsono,  Hukum Perkawinan Nasional. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991). 1 
39

 Salim,  Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).  62 
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istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung 

terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau 

dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. 

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya 

perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, 

melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk 

beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, 

sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. 

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam 

fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa 

mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam UUP dirumuskan dengan 

jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 UUP rumusan 

perkawinan sekaligus mencakup tujuan. Lengkapnya adalah perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
40

 

3. Syarat Perkawinan 

Yang dimaksud syarat  ialah segala hal yang harus dipenuhi 

berdasarkan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan ialah segala 

hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan 

Undang-Undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. 

                                                           
40

 Abdulkadir Muhammad,  Hukum Perdata Indonesia. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).  
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Ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat 

material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak 

yang melangsungkan perkawinan, disebut juga ‚syarat-syarat subjektif‛. 

Sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur 

melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang, 

disebut juga ‚syarat-syarat objektif‛.
41

 

Syarat-syarat subjekrif perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, diantaranya : 

1. Persetujuan kedua belah pihak 

Syarat yang pertama ini terdapat pada pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan. 

Kedua calon harus saling setuju untuk mengikat tali perkawinan 

dengannya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

Adanya persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat 

perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas 

memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam 

perkawinan. 

2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 

tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun 

Mengapa disyaratkan umur minimal seperti ini, dalam penjelasan 

umum Undang-Undang yang bersangkutan menyebutkan bahwa 

                                                           
41

 Ibid. 76 
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Undang-Undang menganut prinsip, dengan umur tersebut calon 

suami istri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk 

melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik 

dan sehat. 

Undang-Undang juga mengkhawatirkan dalam hubungannya dengan 

masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur 

minimal ini, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah 

bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. 

3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang 

belum berumur 21 tahun 

Mengenai izin untuk melakukan perkawinan dari kedua oranh tua 

atau walinya bahya belaku bagi mereka yang belum berumur 21 

tahun. Undang-Undang tidak memberi penjelasan mengapa 

ditentukan batas 21 tahun ke atas tidak perlu ada izin yang demikian. 

Hemat kami karena umur 21 tahun dianggap telah dewasa untuk 

melakukan tindakan hukum perkawinan ini sehingga tidak perlu 

meminta izin orang tua atau walinya. 

4. Tidak melanggar larangan perkawinan 
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Mengenai larangan perkawinan, ada diatur dalam pasal 8 UUP. 

Menurut ketentuan pasal 8 UUP, perkawinan dilarang antara dua 

orang yang : 
42

 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke 

bawah, misalnya antara anak dengan bapak/ibu, antara cucu dan 

nenek/kakek. 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

anatar saudara, antara seorang dengan orang tua, antara saudara 

dan saudara neneknya 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, 

ibu/bapal tiri 

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan, dan bibi/paman susuan 

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari 

seorang 

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain yang berlaku dilarang kawin.
43

 

5. Berlaku asas monogami 

Seperti telah diuraikan di atas dengan sub bab sebelumnya 

mengenai monogami, maka asas ini juga menjadi salah satu syarat 

                                                           
42

 Gatot Supramono,  Segi-Segi Hubungan Luar Nikah. (Jakarta : Djambatan, 1998). 15-18 
43

 Abdulkadir Muhammad,  Hukum Perdata Indonesia. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000). 
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untuk melangsungkan perkawinan. Seorang suami hanya dapat 

mempunyai satu orang istri. 

Oleh karena itu calon mempelai laki-laki tidak dapat 

melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang sekaligus. Kalaupun 

nantinya si suami hendak beristri lebih dari seorang, harus ada alasan 

yang sah untuk itu. 

6. Waktu tunggu bagi janda yang hendak kawin lagi 

Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam pasal 11 

Undang-Undang perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang 

putus perkawinan, baik karena kematian suaminya maupun karena 

perceraian. 

Untuk berapa lama waktu tunggu seorang wanita untuk 

menikah lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 

pada pasal 39 yang berbunyi : Waktu tunggu bagi seorang janda 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 

ditentukan sebagai berikut : Apabila perkawinan putus karena 

kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, 

Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang 

masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang 

bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus 

sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 

sampai melahirkan 
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Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan 

karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas 

suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan 

yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan 

bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu 

tunggu dihitung sejak kematian suami. 
44

 

 

4. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Positif 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum 

adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan telah 

menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata pasal 29 menyatakan bahwa : Laki-laki  yang belum mencapai 

umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai 

umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan‛. 
45

 

Sedangan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata 

pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah 

kawin. 
46

 Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 66 bahwa : Untuk 

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-

                                                           
44

 Gatot Supramono,  Segi-Segi Hubungan Luar Nikah. (Jakarta : Djambatan, 1998). 19-20 
45

 Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata burgerlijk Wetboek ,  (t.tp : Rhedbook 

Publisher, 2008)  8 
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Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku‛.  

 

Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur 

perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.   

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon 

mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan 

batasan umur perkawinan.  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 

ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
47

Pada usia tersebut, baik pria 

maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk 

melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.   

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas 

umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. 

Undang-Undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk 

melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 

tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
48
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Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia 

Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan 

Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia  muda adalah 

perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun  bagi wanita dan 

di bawah 25 tahun bagi pria.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan 

bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) 

yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri 

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 
49

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan 

adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria  maupun wanita 

diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. 

Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan 

seiring dan sejalan dengan Undang-Undang ini 

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang 

bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon 

mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip 

calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat 
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mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat  keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, 

perkawinan di bawah umur harus dicegah.  
50

 

Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usia perkawinan 

dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak 

memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.  Meskipun telah 

ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan 

melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, 

Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi 

kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 

3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang 

berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun 

dan atau calon istri  yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Agama.   

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang 

menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi 

kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 
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kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan 

alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa 

rencana perkawinan termaksud.  

Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah 

persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, 

hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, 

kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan 

fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas 

pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan 

dispensasi kawin kepada calon mempelai. 
51
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